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KATA PENGANTAR

b

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Iirr;

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi P

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini dapat
diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi layanan informasi dan

dokumentasi selama tahun 2024, serta sebagai upaya untuk terus meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Laporan Layanan Informasi Publik merupakan perwujudan dari amanat Peraturan
Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik dan memenuhi ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberhasilan dalam menyusun
laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang
telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam
memberikan dukungan, masukan, dan data yang diperlukan selama proses
penyusunan luporan ini.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kami susun. Semoga laporan ini
dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk meningkatkan kualitas layanan
informasi dan dokumentasi di masa mendatang. serta memberikan manfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan dan menjadi langkah positif dalam

mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dibuat di Bandung A
Pada tanggal 24 Januari 2025 _ =
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Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana dtaturx

Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan “Setiap orang be

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan priba

dan lingkungan sosialnya. serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia®,

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomoer 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). yang menjamin hak warga
negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi
Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktit atas
jalannya pemerintahan.

UU KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku
penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara
serta hak dan kewajiban dalam masyarakat baik individu maupun kelompok,
selaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU ini
memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat.
tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan public.
Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata Kelola pemerintahan
yang baik dan bertanggung jawab {good governance) mengacu pada prinsip-
prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat
dalam setiap proses kebijakan publik dan pelaksanaan UU KIP, Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Infromasi Publik dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik (SLIP) menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik
termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.
Untuk PPID di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki Keputuaaﬁ
Gubernur Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

yang direvisi karena perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelgu {SOTK} *-..ﬂ\-\
berubah menjadi Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.341- Dlﬁ_ko‘l’n'l!'!fﬂ 20 h
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Di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Bar
dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pr
Jawa Barat Nomor : KEP.192/ KOM.0301.10/ SEKRE tentang Peng
Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan fugas dan kewenangan
Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi.
Untuk lebih memahami berikut adalah struktur PLID pada Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaku PPID Pelaksana.

PIID UTAMA
Kepala Dines Koanmnibaa) G infomuw e
Peaiwlivad Jusen Barat

P Pelaksaia:
Seipreadiatla [Rivis Kegeerast dan Usalia Kevid
Frovirsl Juwa Rarat
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Pemyelessmn Sengketa Informus

Pupguomal Araparis Fongumel Keluunaian Fusgsional Tenigs Ay Hukame

Teinggs Telrin

I.Fl'lfn'i' r u... "
et Lk
F.A ‘.I"‘" & TR

T .:T.' -'. - i 1
“f{ m dauQRCode l
Zn ‘berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan se
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digi ’;, ang-as

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Da Pr
https://sidebar.jasl f‘”/./(

E8COD1 9ACG A




Baraf, mempunyai wewenang untuk mengelola serta meluyﬂm '_ fo
publik secara mandiri. PPID utama dan PPID pelaksana |eh::p mhh
melakukan koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi'g

seperti proses layanan informasi publik, penyusunan dan pemutak]

Daftar Informasi Publik (DIP). Uji konsekuensi menetapkan Datftar Inf
yang Dikecualikan (DIK). PPID Pelaksana juga mempunyai tugas unt
melaporkan kepada atasan PPID Pelaksana serta kepada PPID Utama.

PPID Utama Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Barat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi

Jawa Barat sebagai PPID Pelaksana bersama 45 PPID pelaksana lainnya
bersama-sama melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat wakiu, biaya ringan

dan cara yang sederhana sesuai prinsip-prinsip keterbukaan informasi
publik.

Adapun tugas PPID Pelaksana adalan :

@& Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat
Daerah.
& Menyimpan, mendokumentasikan. menyediakan dan memberi pelayanan
informasi kepada publik:
@ Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-
masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat
Daerah:
@ Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja
Perangkat Daerah;

@ Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing
yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi. serta kehumasan:
@D Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada ketua PPID

Pelaksana: -
& Menyediakan, menyimpan, mendokumentasian, dan mengamankan y. = 2
informasi publik di Perangkat Daerah;  —
& Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat. tepat, dan
sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;

@ Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka wakiu

pengecualian nya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada’PPID
masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Ketua F'PIB
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SARANR DAN PRASARANA
Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari perr:
informaso, PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Jawa Barat memberikan layanan informasi dengan cara menyampaikan

mengumumkan informasi public secara berkala terkait program-program,
kegiatan hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses
informasi dan komunikasi yang dimiliki.

Beberapa akses yang dapat digunakan yaltu :

Website https://diskuk.jabarprov.go.id

Media social : Intagram, facebook, twiter dan youtube @diskukjabar
Masyarakat dapat langsung datang ke Kantor Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No 705
Bandung atau melalui hotline terintegrasi sapawarga (WA only)
082126030038. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Jawa Barat mendisiribusikan informasi/ berita (press release) kepada
media massa.

+—  Konten

DISKUK JABAR

LILETETR I T PR

0821-2603-0038
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RUANG PUBLIK DINAS KUK JAWA BARAT\
AN
AN
Selain itu, dalam memberikan kenyamanan kepada pemohon infor
publik yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Barat atau bertatap muka, kami menyediakan Desk Layanan Inform
dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki terus ditingkat dan
dilengkapi. Pada tahun 2024 tepatnya 12 Agustus 2024 bertepatan dengan
hari UMKM Nasional, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
menluncurkan Ruang Layanan Publik bagi KUMKM.

Ruang layanan ini sebagai sebagai upaya pemerintah daerah melalui Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memberikan ruang untuk
berinteraksi, berkolaborasi dan berkonsultasi berbagai persoalan terkait
koperasi dan UMKM. Dalam ruang ini disiapkan space untuk perfemuan,

konsultasi hingga permohonan informasi.
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b. Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi yang berkebutuhan
Khusus (difabel
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e. Formulir dan Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik
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Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dl]ukscmukan n{ \\
PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Burui&\

diselenggarakan oleh Sekretariat. Jumlah Sumber Daya
Manusia yang ada pada bagian Kepegumas Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 (lima) orang
terdiri 1(satu) pranata humas ahli pertama, 3 (tiga) tenaga
teknis sekretariat.

ANGGARAN PENGELOLA PPID

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggunakan
anggaran yang melekat pada kegiatan tugas dan fungsi bagian

Sekretariat .

’ : .'.-'f e :
n n ‘Eleh Ealal Sertifikasi
n memindai QR Code,
eng akses tautan berikut
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Dalam rangka memenuhi fugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap
tahunnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat membuat Laporan
Layanan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Jawa Barat untuk Januari-Desember 2024,

Jumiah Pemohon Informasi

Selama kurun waktu Januari-Desember 2024 PPID Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menerima
permohonan sejumlah 7 pemohon.

Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi
Jawa Barat pada Januari-Desember 2024, terdiri pemohon

individu sebanyak 28,6%. kelompok orang 14,3% disusul

&

pemohon dari badan hukum sebanyak 57,1%.
o

I

Dokumen ini telah ditandatanga cara elektronik menggunakan se .-_..l";. trelekd ‘i'rg,yfam garal ' Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara. Dokumen digitafyang-asli’‘dapa M memlndal QR Code,
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memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Da
https: //3|debarJ a1

o

Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digits ;,’;:_ g

Viris
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Pemohon Informasi
Ta apan
Permoh gap
Bulan erm?-".::]r;?n Pen%}?funcm
Publik Informasi Bad
Publik Individu aacan
Januari 0 D a 0 D
Februari 0 1] 0 0 0
Mar=t 0 1] 0 0 1]
April | 1 [d] 1 0
Mei 1 1 0 1 D
Juni 0 0 ] 0 0
Juli 1 1 0 1 0]
Agustus 1 1 ad 1 0
September 0 0 0 0 0 T
Oktober 2 2 2 0 0
Noverbes 1 1 0 0 1 :
Desember 0 0 0 0 : :
Fany "'5;': —_—
TOTAL 7 7 2 4 ’% M= _.:_—E
o Tt o 1 'I._,_:-
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan ser '}}f;{;:u‘:,nﬁviu - = :# al"S'ert|f|kaS| :

engan emlndai QR Code,

/?g kse.? tautan berikut
/ f 4N/ /’
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TABEL TANGGAPAN PERMOHONAN INFORMASI
JANUARI-DESEMBER 2024

-._._J Pemohon Informasi Publik
B Pemohon Informasi Publik

B Tanggapan Atas Permohonan
Informasi Publik

' Sept |
lanu| Febr Mare Agus Uk‘l‘ﬂ MNove Dese|
|April: Mei | Juni | Jufi emb
ari juari t P tus o ber mbermber

iPemnhunInfarmaﬁiPubllk .ﬂ.ﬂ-ﬂlj.llﬂl‘lll-ﬂ 2 1Iﬂ|
| Tanggapan Atas Permohonan
Informasi Publik

g |o| 1|1 (|0D]1 1| 0| 2 10

Data permohonan informasi publik yang masuk 100%
ditanggapi oleh PPID Pelaksana Dinas KUK Provinsi Jawa
Barat. Melalui bidang yang membidangi permohonan
informasi didisposisi ke bidang-bidang dan mendapatkan
jawaban sesuai dengan tupoksi yang dimiliki bidang.

o gy
Ean
Bp
_————
e —
R =
lektronik menggunakan serf erbitkan oleh Balai Sertifikasi

W ia

iber dg f Negara. Dokumen digi _,.; éf
P DE Pemerintah Da nsiJawa F
s//3|debarJ /f‘,’?/’ 8COP

dengan emlndai QR Code,

kse.? tautan berikut
/ /?g H M/ /’
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LALAVLAARY
KURVA JENIS PEMOHON INFORMASI JANUARI-DESEMBER mztl\&ﬁ

N o i T e e
Tk
VLAY

pemohon Informasi

B BADAN HUKUM B INDIVIDU B KELOMPOK ORANG

Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa
Barat pada tahun 2024 sebanyak 7 orang didominasi pemohon
badan hukum sebanyak 4 orang atau 57,1%, disusul pemohon
dari individu sebanyak 2 (dua) orang atau 28,6% persen,
kelompok orang sebanyak 1 kelompok atau 14,3%.

r
LT
oy .r':.l.lllln-.'
JJ;""*”.".
%/ ‘-;ll.lr’: FEE

e s

LIy T T TS . ': ——
bktronik menggunakan s iterbitkan oleh Balai Sertifikasi
egara. Dokumen digitally

ngan memindai QR Code,
=5F

gerintah ?‘?ff‘? g v“' : -- /??ksestautan berikut
4 WML 4L S
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WAKTU PENYEDIAAN PERMOHONAN Iil-:llIIMlISl I'IIBLII(\ I

.L"."u

\\"“

Rata-rata
Buian Jumiah W:a ﬂ”. yang Permohona | Permohona
i Permohona | diperiukan : :
No Register 2 ninformasi | n Informasi
n menjawab : s
Pemohon o : Publik yang | Publik yang
Informasi | permohiona | ., B
: dikabulkan ditotak
I Januar o 0 hari o 3
2 Pebruari 0 0 hari a =
3 haret 0 0 hari 0 =
4 April 1 5 hari 1 =
5 Mgl 1 5 hari 1 =
B Juni o 0 hari a =
7 Juli 1 6 hari 1 =
g Agustus 1 7 hari 1 =
g Septembear &) 0 hari o =
10 Oktober 2 6 hari 2 - V=
11 November 1 12 hari 1 - T _—
12 Desember o 0 hari o
o
Total 7 47 7
& :
SHI i aRg, I‘l - =
—:’J‘-‘ Fi l’.-lr'r"""’"‘ - Ih‘_‘_‘:‘:“-——*_
','f".".'.ﬂ i ‘:l —

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan se

Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digi __’;,’}.—.r as

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Dag /"' Viris
https: //5|debar ol f’f GO/l

o



mHAR)

14

12

10

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu)
permchonan informasi adalah 47 hari : 12 bulan = 3.9 hari atau 4
hari.

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permochonan Informasi
Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP.
Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan
Informasi Publik paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya

perminfaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh

UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi

publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme

tersebut, PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka wakiu pemberian
informasi terhadap permohonan yang diminta, meskipun dengan
banyaknya kendala. i ——
Namun demikian dengan fasilitas permohonan informasi yang - ' :
diberikan secara online melalui website, pemberian mfurmusl
terhadap pemohon informasi publik masih dapat dllaksanpkdm

Berdasarkan data pada waktu tercepat dalam pen; ,4“ im:l B ,
7L

%}Fpﬂu;'.. '-.ilpl =
A _.-nulll“r Bay

'!' L2 L4 i f'l A e
12hari. Dengan demikian waktu penyediaan Permg enan intorma

-l'nff-"'l r -"ﬁr

Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pzéa "h s

f

i‘-’ —r—
i e =
Dokumen ini telah SHAAERY TSR RIEHAM rich UM SAE BTN R v g dieritkan Ol Bala Seras
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digi _,; asti '?}‘. ngan | Emlndai QR Code, I-u||

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Dag // nsida
https: //5|debarj /

’ ' :....:';' ] kse.? taufan berikut
EBCOD19ACG s /JZ/; £/ f f ),

informasi 5 (lima) hari sedangkan waktu terlama
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Sampai saat ini belum ada pemohon informasi publil"ck .
berkeberatan dengan layanan informasi publik yung
diberikan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Provinsi Jawa Barat selaku badan publik, baik itu keberatan
yang diajukan melalui media sosial maupun website
sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik.

Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini juga
dapat dilihat melalui aplikasi SP4N LAPOR! (Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional -
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) Provinsi
Jawa Barat yang merupakan aplikasi pengelola pengaduan
di seluruh instansi pemerintah sebagai layanan
penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang
terintegrasi secara Nasional.

A SN
£ ll'l'l'l] .

Bpy
. ’J .r.ll’llll'l .... | B —
wtllll‘l’f. oo —

FENE
: - r £ ]6
H ala|‘§ert|f|ka3|

gan memlndal QR Code,
kses tautan berikut

//////.{‘ 14/l ¥

.-g\n.

i

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digjté
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Da

https: //S|debarJ »’f// :: oay
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Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendapatkan pengharg 3
Keterbukaan Informasi Publik kategori perangkat daerah dar
Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat dengan
kategori “Informatif”. Adanya penghargaan ini memotivasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk
terus memperbaiki pelayanan.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari _‘5;:'-"'“
(KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 20 s

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan ektr :“rjé \g- '£
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digjté dapat/di n memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Dag ;j,’ f ngakses tautan berikut
/ Jallr / J
/.

https:/sidebar.jalafreegod / i1 /¢
o rymys
£/ /)

W

i



GERAHAN

FORMASI PUBLIH
PADA B, O/ BRNGKAT JAWA BARAT

gl LS B e S

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi ]nfnrmcx:lq EubTik
(KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 / fr-r""" H L~

Cru s ;'_,_, o 1_*_ ~— 18

erfifike ktronlk yan ghterbl an bleh Bala| Sert|f|ka3|
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandl Negara. Dokumen d| aly ' ng -as‘l}‘dapa g-l J? n memindai QR Code,

ngakses tautan berikut

e s, Jawa B b)g
https:/sidebar.jasre ,’ Cf) 19A f‘"y
r f b
Z 1L /80 i

.-_..l.'.
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Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Inform:

t}éﬁ}&éh - .

memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Dagre
https://sidebar.jalef ¢



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik

(KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serti ikat'elok __ ] m | diterb n%léh gélai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital'yang-asti'dapatdi ngan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Dagre si Jaw L engakses tautan berikut

https://sidebar.jabs rr /
e :r{;f/ﬁfyé" Irr -Il'lr. 'f
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TANTANGAN DAN HﬂMBﬂTﬂH

Berbagai capaian yang diraih tahun 2024 diantaranya padé '“‘\" ﬂ"

keterbukaan informasi publik, Dinas Koperasi dan Usaha I(eml‘
Jawa Barat untuk ke-4 kalinya meraih kategori “Informatit” dari: N
Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat. Hasil ini sebagai komitmen d
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam
keterbukaan informasi publik. Kami menyadari bahwa kualitas
pengelolaan dan pelayanan informasi public masih perlu diperbaiki
dan ditingkatkan.

Namun dalam perjalanannya masih ditemui kendala dan hambatan.
Salah satunya, koordinasi antara bidang dan UPTD di lingkungan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan
informasi publik belum maksimal. sehingga waktu pelayanan agar
terlambat.

Jumlah SDM terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat
Fungsional Pranata Kehumasan, komputer dan arsiparis pada Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih minim. Jumlah
pranata humas hanya 1 (satu) orang dan dibantu 3 (tiga) tenaga
teknis. Untuk itu perlunya penambahan SDM dalam pengelolaan
layanan informasi publik.

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sehingga ada beberapa
informasi yang tidak dikuasai Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi
Provinsi Jawa Barat masuk ke Dinas. Sebenarnya informasi tersebut
dimiliki perangkat daerah lainnya. Belum terdapat mekanisme sistem
penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur
sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.
Masih banyak pemohon informasi dari individu/ kelompok masyurakﬁt
yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/atau

Perusahaan Pers. Tidak jarang para pemohon informasi meminia :
dokumen informasi dengan fujuan melaksanakan fungsi penguw:lsa *--.-.\-1

publik. PPID sering kebingungan untuk menyikapi pe.m_mha fe ] x::;.;

informasi karena khawatir dengan kredibilitas pemok on,. —n':f‘ [¢ “%
47 ml!-'r'-'r'ﬂ"!'-i' .

hal pribadi pemohonnya, Organisasi Kemasyarghatan dan/atau — ——

"1 "-I"" -'l'

Perusahaan Pers yang diwakilinya. muupun ty -._-;-'.-..,., ‘Bermohon: ‘.." ==
T A
S WPt 7

s
Dokumen ini telah ﬂﬁﬂg@ﬂ&ﬂﬂ‘bk{ﬁ*ﬂﬂ?@m& R n H la|‘§ert|

) i
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digite 5,';:'5‘6’4-. i'da dipefo an memlndal QR C
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Da ’y”r sidawa Barat, ata n.g kses tautan berikut
B e s

https: //3|debarJ 9A ///ﬁf‘r; / x !
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REKOMENDASI & RENCANA TINDAK I.IIHJ

\\ '\\\

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan lnfnrmu_\

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa
Barat menyusun rencana tindak lanjut pelayanan

informasi publik diantaranya :
1. Pengembangan aplikasi Singakota dengan
dikembangkan Teras UMKM dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik.
2. Ruang publik dengan nama “Teras UMKM”
untuk memberikan pelayanan secara maksimal
bagi pelaku koperasi dan UMKM.
3. Pengembangan sistem terintergrasi untuk
pelayanan permohonan informasi publik melalui
Sapa Warga ;
4. Meningkatkan koordinasi antara PPID
Pelaksana dengan PPID Utama dalam rangka
meningkatkan pelayanan informasi publik.
5. Rencana membuat database yang terintegrasi
antara bidang dan UPTD Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Provinsi untuk memudahkan akses
data oleh publik.
6. Manambah jumlah SDM agar tidak memiliki
beban tugas ganda dalam menjalankan tugas >
pokok dan fungsi PPID. A “*-\\

7. Meningkatkan tfasilitasi layanan lnzfpr "‘"}.‘ﬁ!}t ::_:_:
- " L T LT 3
ramah disabilitas. & mnf!.‘r'."- L

” ;",nnlnn ] : —

—
——
=

la|‘§ert|f|ka3|

an memlndal QR Code,
n.g kses tautan berikut

///4!'!;;/ !

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan S8
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digi _,,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Da f
https: //3|debarJ /f“"’”’
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PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi dan
Dokumentasi (LLID) PPID Pelaksana Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
tahun 2024 ini Kami susun. Semoga laporan ini
dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami di
tahun yang akan datang untuk terus berinovasi
meningkatkan Pelayanan Informasi dan terus
mempertahankan Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Provinsi Jawa Barat yang Informatif.

o

, '1-§"fr_'_-' T 1 =
lektronik'vand.diter alai §ert|f|kaS|
n memlndal QR Code,

engakses tautan berikut

EBCOD19ACE : ////Ar oy 1



LAMPIRAN-LAMPIRAN

ﬁ Balai Sertifikasi b |
~ ga Em dai QR Code, illll
llcse.? tgufqn berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serdi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digits ;,’;.— g -as
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah --

https: //5|debar ol f{/-’

E8COD1 9ACG e
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PEMERINTAH DAERAH PROVINS| JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

JI. Soekarmo Hatta No. 705 Telepon (022) 7320813, 7302775 Fax, (022) 7331978
Website : www.diskuk.jabarprov.go.id — email : diskumkm@jabarprov.go.id
BANDUNG — 40286

Bandung, 23 Januarn 2025

Kepada
Nomor - 243/ KOM.05.04.03/ SEKRE Yth. PPID Utama
Sifat . Biasa Sekretanat Daerah
Lampiran -1 (satu) berkas Frovinsi Jawa Barat
Hal - Data untuk Laporan Layanan
Informasi dan Dokumentasi 2025
di

TEMPAT

Dipermakiumkan dengan hormat, bersama ini disampaikan Rekap Laporan
Layanan Informasi Dokumentasi dan PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Dokumen data, bentuk soft copy akan dikinm
melalui link - hitps://bit ly/DataRakorPPID2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerasama kami ucapkan
tenma kasih.

Pit KEFALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandstangani secara elekironik oleh
P, KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHAKECIL
& PROVINSE Jawa BaRAT

YUKE MALILIANI SEFTINA ST, M.SE
& Pambina Ltarma Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EBCOD19AC6




LAMPIRAN | - KEFALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR - 243/ KOM.05.04. 03/ SEKRE
TANGGAL - 23 Januan 2025

TENTANG :DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIF)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

1 Profil Dinas KUK Jabar (Strukiur, | Sekretariat Kasubag TU, | Bandung 2020 Selama masih berlaku
Tupoksi, visi misi) Kepegawaian, N -
perencanaan
2 Renstra {Rencana Strategis) 2018- | Sekretariat Perancanaaan Bandung 2018 Selama masih
3 Rencana Kerja Sekretariat Perencanaaan Bandung 2024 Selama masih
A W berlaku
4 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Perencanaaan Bandung 2024 Selama masih
v ¥ berlaku
5 Ringkasan informasi  tentang | Sekretariat Perencanaaan Bandung 2024 Selama masih
program dan atau kegiatan yang ¥ ¥ berlaku
dijalankan
6 Informasi tentang kinerja perangkat | Sekretariat Sekretariat/ Bandung 2324 Selama masih
daerah beserta capaiannya perencanaaan 4 ol beriaku
7 Laporan Kinerja Instansi | Sekretariat Sekretariat/ Bandung 2323 Selama masih
Pemerintah (LKIP) | | perencanaaan . \ v | berlaku
8 Laporan Keterangan | Sekretariat Sekretariat/ Bandung 2023 Selama masih
Pertanggungjawaban (LKPJ) perencanaaan 3 Y berlaku
g Laporan Penyelenggaraan | Sekretariat Sekretariat/ Bandung 2023 Selama masih
Pemerintahan Daerah (LPFD) perencanaaan &) W berlaku
10 Laporan Harta Kekayaan | Sekretariat Kasubag TU, Bandung 2024 Selama masih
L Penyelenggaraan Negara (LHKPN) | | Keuangan | - ¥ | berlaku
1" Perjanjian Kinerja Sekretariat Kepegawaian Bandung 2024 Selama masih
N V berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital

yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ESCOD19AC6




perencanaan/ keuangan, bidang
kelembagaan koperasil bidang

12 Laporan Tahunan Sekretariat perencanaan Bandung 2024 Selama masih
berlaku
13 Laporan Triwulan Sekretariat perencanaan Bandung 2024 Selama masih
berfaku
14 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Perencanaan/ -"Eandung 2024 Selama masih berlaku
kepegawaian
15 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Keuangan/ Bandung 2024 Selama masih berlaku
Perencanaan

16 Dokumen Pelaksana Anggaran | Sekretariat Keuangan/ Bandung 2024 Selama masih berlaku
(DPA) Perencanaan

17 Daftar Isian Pelaksana Anggaran | Sekretariat Keuangan/ Bandung 2024 Selama masih berlaku
(DIPA) Perencanaan

18 Rencana dan realisasi Anggaran Sekretariat Keuangan Bandung 2024 Selama masih berlaku

19 Meraca Sekretariat Keuangan Bandung 2024 Selama masih berlaku

20 Laporan Keuangan Sekretariat Keuangan Bandung 2024 Selama masih berlaku

21 Laporan Arus Kas Sekretariat Keuangan Bandung 2024 Selama masih berlaku

22 Daftar Inventarisasi Aset Sekretariat Umum/ Keuangan Bandung 2024 Selama masih berlaku

23 Profil PPID Sekretariat Umum/ kehumasan Bandung 2024 Selama masih berlaku

24 Standar Pelayanan Informasi Sekretariat Umum/ kehumasan Bandung 2024 Selama masih berlaku

25 Jumiah Pemohon Informasi Sekretariat Umum/ kehumasan -"Eandung 2024 Selama masih berlaku

26 Laporan Permohonan Informasi Sekretariat Umum/ kehumasan Bandung 2024 Selama masih berlaku

27 Diaftar Informasi Publik Sekretariat Umum/ kehumasan Bandung 2024 Selama masih berlaku

28 Rencana Umum  Pengadaan | Sekretariat Perencanaan/ umum | Bandung 2024 Selama masih berlaku
Barang dan Jasa

29 Agenda dan Kegiatan-kegiatan | Sekretariat Sekretariat / umum Bandung 2024 Selama masih berlaku
Dinas

30 SOP  kesekretariatan/  umum/ | Sekretariat kepegawaian Bandung 2018 Selama masih berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ESCOD19AC6




pemeriksaan dan pengawasan
koperasi/ bidang  pembiayaan
koperasif bidang usaha kecil/ UPTD
P3W

3 Daftar Pegawai Pensiun Sekretariat Kepegawaian ‘Bandung 2024 ¥ Y Selama masih berlaku
32 Buku Daftar Hadir Tamu Sekretariat Umum _Bandung 2024 ¥ Y Selama masih berlaku
33 Daftar surat masuk dan keluar Sekretariat Umum/ arsiparis ‘Bandung 2024 ¥ Y Selama masih berlaku
34 Agenda Kegiatan Kepala Dinas _ Sekretariat Umum/ protokal Bandung 2024 ¥ Y Selama masih berlaku
35. Surat-surat perjanjian dengan pihak | Sekretariat Umum/ BUK Bandung 2024 2 v Selama masih berlaku
ke tiga berikut dokumen pendukung
36 Sambutan kegiatan di sekretariat Sekretariat Protokol/ Umum Bandung 2024 N N Selama masih berlaku
37. Daftar koperasi primer dan | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
sekunder tingkat provinsi Koperasi Koperasi/ | +
perencanaan
38 Daftar koperasi yang memperoleh | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 . _ Selama masih berlaku
fasilitasi di Jabar Koperasi Koperasi/ Y Yy
perencanaan
39, Koperasi di Jawa Barat yang sudah | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
memiliki Nomor Induk Koperasi | Koperasi Koperasi/ y 3
(NIK) perencanaan
40. Tata Cara  Pendirian  dan | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2023 Selama masih berlaku
Pengesahan Badan Hukum | Koperasi Koperasi + W
Koperasi (S0P)
41 Tata Cara  pengurusan  ijin | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2023 Selama masih berlaku
pembukaan kantor cabang/ kancab | Koperasi Koperasi o N
pembantu/ kantor kas (SOP)
42. Daftar Motaris pembuat akia | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
_ koperasi _ Koperasi Koperasi L o y Y _
43. Daftar Koperasi yang dibubarkan Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2022 Selama masih berlaku
Koperasi Koperasi y N
44 Daftar Koperasi yang memperoleh | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
penyuluhan/ advokasi pertemuan Koperasi Koperasi A 4
45; Diaftar koperasi yang mendapatkan | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
fasilitasi temu konsultasi ___| Koperasi _ Koperasi | v J = —
46, Data tokoh koperasi dan koperasi | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 . _ Selama masih berlaku
berprestasi Koperasi Koperasi Y Yy
47, Data PPKL Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
Koperasi Koperasi Y +
43, Data koperasi yang melakukan RAT | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
tingkat provinsi Koperasi Koperasi 4 4
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49 Data revitalisasi koperasi Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2023 Selama masih berlaku
Koperasi Koperasi
50. Daftar peserta yang mengikuti | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
Sosialisasi Peraturan | Koperasi Koperasi
- Perkoperasian S : . - -~ S :
51. Daftar peserta koperasi Skala | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2015 Selama masih berlaku
Besar yang mengikuti FGD Koperasi K.operasi
b2 Daftar peserta KUMEM vyang | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
mengikuti Gelar Produk Koperasi | Koperasi Koperasi
dalam Rangka Harkop ke-77
53 Sambutan kegiatan kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bidang Kelembagaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
(RAT, penyuluhan dll} Koperasi Koperasi
54 Daftar Koperasi yang memperoleh | Bidang  Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
akses kredit perbankan Koperasi Koperasi
55, Daftar koperasi yang mendapat | Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
fasilitasi LPDB KUKM Koperasi Koperasi
56. Daftar koperasi yang memperoleh | Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
fasilitasi digitalizasi koperasi 2024 | Koperasi Koperasi
57. Daftar koperasi yang memperoleh | Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2019 Selama masih berlaku
fasilitasi Expo Pembiayaan 2019 Koperasi Koperasi
58. Daftar Peserta yang memperoleh | Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
hibah 2024 Koperasi Koperasi
59. Daftar peseria Bimtek Pembiayaan | Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
Koperasi Koperasi
60. Daftar peserta yang memperoleh | Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
Kredit Mesra Koperasi / Bidang Usaha | Koperasi [ Bidang
§ Kecil _ Usaha Kecil - - .
61. Daftar peserta yang memperoleh | Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2019 Selama masih berlaku
Kredit Cinta Rakyat Koperasi / Bidang Usaha | Koperasi [ Bidang
Kecil Usaha Kecil
62. Sambutan kegiatan di BPK Bidang Pemberdayaan | Bidang Pemberdayaan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
. _ | Koperasi Koperasi R =—————
63 Daftar  Usaha Kecil yang | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
mendapatkan fasilitasi akses kredit
64, Daftar informasi produk Usaha Kecil | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
65, Kegiatan fasilitasi inovasi produk | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2019 Selama masih berlaku
dan sistem informasi
66. Informasi pameran produk KUMKM | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2324 Selama masih berlaku

Informasi tentang NIB

Bidang Usaha Kecil

Bidang Usaha Kecil

Bandung 2024

Selama masih berlaku
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68. Kegiatan fasilitasi pembiayaan | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
usaha kecil

69. Daftar peserta UMKM Naik Kelas Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku

70. Daftar Pendamping UMKM WNaik | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
Kelas

T1. Daftar Peserta Gelar Produk dan | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
Temu Bisnis UMKM  Juara
kabupaten/ kota

72 Daftar peserta UMKM vyang | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
mengikuti pameran luar provinsi

73 Daftar Peserta yang memperoleh | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2023 Selama masih berlaku
fasilitasi Wirausaha Pemula

74, Daftar Usaha Mikro penerima BLT | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2021 Selama masih berlaku
UMEM Kemenkop dan UKM

75, Daftar UMKM bantuan Masker Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2020 Selama masih berlaku

76. Sambutan kegiatan di Bidang | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
Usaha Kecil

78. Daftar penerima Bantuan Pemprov | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2022 Selama masih berlaku
Jabar bagi Usaha Mikro terdampak
PPKM

79. Daftar UMKM yang mendapatkan | Bidang Usaha Kecil Bidang Usaha Kecil Bandung 2024 Selama masih berlaku
fasilitasi hak merek

80. Daftar koperasi yang memperoleh | Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
penilaian kesehatan Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan

) | Koperasi_ » - }

81. Daftar koperasi yang memperoleh | Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
pembinaan aspek kepatuhan Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan

Koperasi

82. Daftar koperasi yang memperoleh | Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
pembinaan aspek kelembagaan | Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan
koperasi Koperasi

83 Daftar koperasi yang dalam | Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
pengawasan pemerintah Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan

Koperasi

84 Daftar koperasi yang memperoleh | Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2022 Selama masih berlaku
sosialisasi  tentang penerapan | Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan
peraturan dan sanksi Koperasi
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85,

Daftar koperasi bermasalah dan

Bidang Pengawasan dan

Bidang Pengawasan

Bandung 2022

Selama masih berlaku

proses kajian Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan W
K.operasi
86. Jumlah pengaduan koperasi Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan v
K.operasi
87. Laporan hasil penyelesaian | Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2024 Selama masih berlaku
pengaduan Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan A
Koperasi
88 Sambutan kegiatan di BPPK Bidang Pengawasan dan | Bidang Pengawasan | Bandung 2024 ) Selama masih berlaku
Pemeriksaan Koperasi dan Pemeriksaan
Koperasi
89, Jenis pelatihan perkoperasian UPTD P2W UPTD P2W Bandung 2024 . Selama masih berlaku
%
90. Jenis pelatihan wirausaha baru UPTD P2W UPTD P2W Bandung 2324 Selama masih berlaku
|
91. Tatacara  mengikuti  pelatihan | UPTD P3W UPTD P3wW Bandung 2024 Selama masih berlaku
wirausaha W
92 Tatacara mengikuti  pelatihan | UPTD P3W UPTD P2W Bandung 2024 Selama masih berlaku
perkoperasian W
93 peserta yang mengikuti pelatihan | UPTD P3W UPTD P3W Bandung 2024 . Selama masih berlaku
perkoperasian v
94, peserta yang mengikuti pelatihan | UPTD P3W UPTD P3W Bandung 2024 Selama masih berlaku
wirausaha baru 3
95. Informasi penyelenggaraan/ | UPTD P3W UPTD P2W Bandung 2324 Selama masih berlaku
pelaksanaan pelatihan 4
96. Direktori wirausaha baru 2018 UPTD P2W UPTD P2W Bandung 2018 Selama masih berlaku
|
97. Data pendamping koperasi dan | UPTD P3W UPTD P3W Bandung 2024 Selama masih berlaku
UMEM i
98. Daftar peserta Program One | UPTD P3W UPTD P3w Bandung 2024 Selama masih berlaku
Pesantren One Product (OPOP) N N _ Y
99. Daftar Peserta OPOP lolos audisi | UPTD P3W UPTD P2W Bandung 2023 Selama masih berlaku
tahap 1, tahap 2 hingga provinsi dan N
Audisi 3 memperoleh hadiah
100. | Daftar Pendamping OPOF UPTD P3wW UPTD P3wW Bandung 2023 Selama masih berlaku
J
101. | Direktori UMKM mengikuti Delta | UPTD P3W UPTD P3wW Bandung 2024 Selama masih berlaku
Inkubator Bisnis 3
102. | Direkiori pesera pengikuti PUGE UPTD P3w UPTD P3w Bandung 2024 3 Selama masih berlaku
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103. | Direktori peserta delta incubator | UPTD P3W UPTD P2W Bandung 2024 Selama masih berlaku
yang mengikuiti temu bisnis di Bali e
101. | Sambutan kegiatan UPTD P3W UPTD P3wW UPTD P3wW Bandung 2024 3 b Selama masih berlaku

Bandung, 23 Januan 2025

Pit KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Chtandatangani secarn skekironi oiah
PR KEPALA DINAS HOPERASS DN LISAHA KECI
PROVINS JAWA BARAT

L, YLIKE MALILIAN SEFTINA ST, M5
= Porriars Linrms Modks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ESCOD19AC6




PEMERINTAH DAERAH PROVINS| JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansan No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: https://diskominfo_jabarprov.go.id email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMAS| DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4867/KOM.05.04 03/DISKOMINFO TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG - a bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat

dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis

atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang
Dikecualikan

MENGINGAT - a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
NMomor 61, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4646);

b. Peraturan Pemernintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 20038

tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 51449);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN - Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
29/DIK/PPID JABAR/2024 Tahun 2024
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN - KLASIFIKAS!  INFORMASI  YANG  DIKECUALIKAN

BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

PERTAMA - Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA - Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor
J479/KOM 05.04 04/DISKOMINFO  Tahun 2022 tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan
Koperasi dan Usaha Kecll Provinsi Jawa Barat dinyatakan
tidak berlaku lagi.

KETIGA - Lembar Pengujian Konsekuensi MNomor
29/DIK/IPPID JABAR/2024 yang tercantum dalam lampiran |
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,

pada tanggal 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,

Detandatangani secara elekironik aleh
KEPALA DIMNAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIEA,

Lk

" a D BEA MARDEAH., M.Si
Pambina LHama Madya
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LAMPIRAN |

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan
Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No Wiloriaas Dasar Hukum Pengecualian Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
Informasi Publik
Dibuka Ditutup
1 |Hasil pengawasan dan Pasal 17 huruf b, g, dan h embuka rahasia emudahkan la. 5 Tahun; atau
emeriksaan koperasi oleh LUIndang-Undang Nomor 14 Tahun Easing-masjng roses setelah selesal
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil|2008 Tentang Keterbukaan operasi dan engawasan dan audit;
Provinsi Jawa Barat Informasi Publik; disalahgunakan oleh |melindungi hasil  |p. Terbuka apabila
ppihak berwenang investigasi ada perintah
Peraturan Pemerintah Nomor 9 sehingga tidak pengadilan
tahun 1995 Tentang Usaha disalahgunakan lembaga
Simpan Pinjam oleh pihak pemerintahan
jberwenang secara tertulis.
Pasal 14 poin (b) Peraturan
mgnteri Koperasi Usaha Kecll
enengah Nomor
17/Per/M. KUKM/IX/2 0 15 Tentang
[pengawasan koperasi
2 Data detail dan simpanan Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) embuka rahasia elindungi 10 Tahun; atau
; sanggota koperasi angka 3 Undang-Undang Nomor 14m'ibadi li\f{/}arahasiaan . Terbuka apabila
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[Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Pasal 17, 18, 19, 20
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian,

Pasal 15 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1995
[Tentang Usaha Simpan Pinjam:

Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menten
KUKM Nomor 15/Per/M KUKM/IX/2
0 15 tentang Usaha Simpan Pinjam
joleh Koperasi.

anggota koperasi

mendapat
persetujuan
tertulis dan yang
bersangkutan/
anggota,
pengurus dan
pengawas
koperasi; Proses
Peradilan dan
perpajakan

3 |Data pribadi penernma hibah

Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h)
jangka 3 Undang—Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

embuka rahasia
mibadi dan
disalahgunakan oleh
Eihak-pihak tidak
ertanggung jawab

I:‘(J\eiindu ngi
erahasiaan
langgota koperasi
dan melindung! data
pribadi penerma
ibah

.5 Tahun; atau
. Terbuka apabila

mendapat
persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan

4

ata penenma KCR (Kredit
inta Rakyat), LPDB, KUR
Kredit Usaha Rakyat), Kredit
esra

Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h)
angka 3 Undang-Undang Nomor 14
[Tahun 2006 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang
Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo.
Lindang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan

embuka rahasia
ﬁﬁhadi dan
disalahgunakan oleh
Eihak-pihak tidak
ertanggung jawab

lelindungi
Eerahasiaan

nggota koperasi
dan melindungi data

|pribadi penerima
hibah

. 5 Tahun; atau
. Terbuka apabila

mendapat
persetujuan
tertulis dan yang
bersangkutan,
Ditjen Pajak, Ahli
Warisan dari yang
bersangkutan

e RER,
E8COD19AC6
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5 Kontrak perjanjian dengan

asa yang masih dalam proses

ihak penyedia barang atau

Pasal 17 huruf b dan huruf i
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Presiden Nomor 12
tahun 2021 Tentang Perubahan
atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018
[Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

ersaingan usaha

enjadi tidak sehat,
ata pribadi dan
dministrasi
erusahaan tersebar
uas

enjaga
erahasiaan
enciptakan
ersaingan usaha
lyang lebih sehat

la. 10 Tahun atau
setelah selesal
audit dan

jb. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

6 [ata koperasi yang

ermasalah dan sedang

dalam proses hukum

Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2,
fhuruf b, dan huruf e, g dan h
LIndang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Keputusan Menteri Koperasi dan
UKM Republik Indonesia Nomor 49
[Tahun 2021 Tentang Perizinan
Lisaha Berbasis Risiko Usaha
[Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

enghambat proses
enyelidikan dan
enyidikan suatu
indak pidana;

embuat rasa tidak
man terhadap
elapor, saksi atau
orban;

enimbulkan
ersaingan bagi
operasl pesaing;

emudahkan pihak
enyelidik dan
penyidik untuk
emproses
ermasalahan
hukum yang
dihadapi koperasi.

lelindungi identitas
nforman, pelapor,
saksi atau korban
lyang mengetahui
{ada tindak pidana.

lelindungi
ersaingan usaha
lyang tidak sehat

selama proses

ukum.
emudahkan

A 5 Tahun; atau;
b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan
lembaga
pemerintahan
secara tertulis

e RER,
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roses dan hasil
pengawasan

erbankan maupun
| embaga keuangan

lainnya. Sebab
operasi yang
ermasalah
iasanya
erhubungan
engan dengan
euangan

Kontrak (yang masih dalam

Fi Cokumen Penawaran
roses)

Fasal 17 huruf ()) Undang-Undang
Momor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Presiden Nomor 16
[Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12
[Tahun 2021 Tentang Perubahan
atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018
[Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

saha yang tidak

uncul Persaingan
L
ehat

Dapat menjaga
bjektivitas
enelitian

| =

5 Tahun atau
setelah selesai
audit dan

. Terbuka apabila

ada perintah
pengadilan
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

g  [ourat Perjanjian kerja (SPK)
Mol yang masih dalam proses

Pasal 17 huruf b dan huruf i
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Fasal 44 ayat (1) huruf |

Tersebarnya data
dokumentasi yang
eharusnya bersifat
En’badi

{baik

[Terlindungi data atas
dokumen dengan

i

5 Tahun atau
setelah selesai
audit. dan

. Terbuka apabila

ada perintah
pengadilan

Oz e
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LUIndang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan

lembaga
pemernntahan
secara tertulis

g |:;1fnrmasi Pribadi Pemilik
erusahaan

Pasal 17 huruf (h) angka 3
LUindang-Undang Nomor 14 Tahun
2006 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

engungkap
nformasi pribadi

ribadi yang bersifat

Emlindungi data

ahasia

b

10 Tahun; atau
Terbuka apabila
mendapat
persetujuan
tertulis dan yang
bersangkutan

10 |Dokumen keuangan yang
eliputi -

Fasal 17 huruf i dan huruf)
LUIndang-Undang Nomor 14 Tahun

la. Laporan keuangan sebelum
audit

2006 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik; Pasal 44 ayat (1)

. Rekening koran
bendaharawan

dan (2) Undang-Undang Nomor 43
[Tahun 2009 Tentang Kearsipan

. Rincian laporan realisasi
belanja modal yang belum
diaudit

d. Dokumen usulan revisi
kegiatan dan anggaran

E. Hasil evaluasi proses
pengadaan barang dan jasa
yang masih dalam proses

. Data nncian realisasi
anggaran tahun bernalan
yang belum diaudit

SPM, SP2D) yang masih
dalam proses

3. Dokumen pembayaran (SPP,

Tersebarmya data
dokumen yang

ahasia

Eeharusnya bersifat

dokumen dengan
[baik

[Terlindungi data atas

.

10 Tahun atau
setelah selesai
audit dan

. Terbuka apabila

ada perintah
pengadilan
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.
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Ih. Rincian Harga Perkiraan

Sendirl dan surat
pertanggungjawaban yang
masih dalam proses

}. Konsep Hasil Pemeriksaan

BPK-RI
11 ata PL KUMKM (Pendataan |Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf [Membuka rahasia Melindungi .10 Tahun, atau
| engkap Koperasi Usaha Mikro jg Undang-Undang Nomor 14 Tahunmjbadi dan erahasiaan . Terbuka apabila
Kecil Menengah) 2008 Tentang Keterbukaan disalahgunakan oleh Janggota koperasi mendapat
Informasi Publik; Eihak-pihak tidak an melindungi data| persetujuan
ertanggung jawab  |pribadi penerima tertulis dan yang
ibah bersangkutan.
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LAMPIRAN i
Bahwa pengujian konsekuens! sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

f— —

No Nama Jabatan o ___Unit Kerja
1. | Viky Edya Marlina Supaal, S.S02 | Kepala Bidang IKP Diskeminfo Jabar v
2 | Siti Rohmah, A.Md Pengolah Dala Aplikasi dan | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Pangelolaan Data Sistem ;f—,ﬂ
Keuangan S =y
3. | Ade Dian Islamina, S.Sos Tenaga Teknis Kehumasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil ==
4. | Yulia Susanti, S1.Kom Pranata Humas Ahli Pertama | Diskominfo Jabar 1 w @1
5. | Nur Aeni, S.IKom Pranata Humas Ahli Pertama | Diskominfo Jabar ; ; Z
6. | Yulus Joko Sumarno,SE. Arsiparis Ahli Madya | Dispusipda Jabar = /
= ey
7. | Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, SH., MH. | Analis Hukum Ahll Muda | Biro Hukum N ]
Demikian Pengujian Konsekuensl ini dibual secara saksama dan penuh kelelitian.
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
selaku Atasan PPID Utama,
/©§  Diendstangani secara siaksronik cieh )
: SEXRETARIS DAERAH PROVINGE JAWA
 — BARAT,
Y% Drs. HERMAN SURYATMAN, M &

. Plrl_tir-U.rr-
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LAMPIRAN 1l - KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 243/ KOM.05.04 03/ SEKRE
TANGGAL 23 Januan 2025
TENTANG : LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024

1. Januari 0 ] 0 0 0 0
2. Februari 0 ] 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0
4. April 1 5 1 0 0 0
5. Mei 1 5 1 0 0 0
6. Juni 0 0 0 0 0 0
7. Juli 1 G 1 0 0 0
3. Agustus 1 T 1 0 0 0
g September 0 ] 0 0 0 0
10. | Oktober 2 G 2 0 0 0
11. | November 1 12 1 0 0 0
12. | Desember 0 ] 0 0 0 0

TOTAL 7 47 Fi 0 0 0

Bandung, 23 Januan 2025

Pit KEFALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

[Cetmretutangan secars slakirordh oieh
B KEPALA DINAS KOPERAS] D LISAHA KECIL
> PROVINS| JANA BARAT

Spea

YLRE MALRWMI GEFTINA, BT, M3
- H h“',h!- Viuds
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LAMPIRAN IV - KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR - 243/ KOM.05.04 03/ SEKRE
TANGGAL - 23 Januan 2025
TENTANG : REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BENTUK JENIE KEFUT | ALAZA | HARIDAN | EIAYADAN
STATUS INFORNASI INFORMA 51 PERMOHONAN U5AN N TANGGAL CARA
TANG PENOL PEMEAYAR
TUJUAN DIBAWAH BELUM SOFT | HAR MELI MEMI PEM | PEM | BIAY
iﬂmllilllln:‘g?]:!%ﬂ .M;_Hrh! :E?:TT;( FTlE"RJ mm&:‘"?:r:ﬁ"ﬁ PENGGUNAAN PENGUAS | DIDOKUME | COPY | DCO HATI NTA BERI | BERi A
NOD | TANG INFORNAS AAN NTASIKAN PY | MENG | SALIN TAH | AN
GAL ETAH | AN UAN | INFO
¥ | TDK m TER | RMA
A TUuLl 5l
. B PERMOHONAN
523! DATA INDEKS DIBER | - - 20 |-
PEMEANGUNAN L - 4 - - 4 IKAMN 424
3% | DisnAkeRTRAN | - e M KETENAGAKERJA | Kol iororA
S JABAR AN TAHUMN 2023
2 PERMINTAAN 18-
DATA EVALUASI v - - Y - - Y DIBER | - - 524 | -
PERATURAMN IKAN
GUBERNUR
JAWA BARAT
TENTANG
sssuanos ST -
535- EAEHAI{ARIAT - BARERER | - IMPLEMEMNTAS] KELEMNGEAPA
PENGEMBANGAN | N BAHAN
PROVIMNSI JAWA
BARAT USAHA KOPI
DAERAH
PROVINSI JAWWA
EARAT TAHUM
2018 - 2022
3 DINAS DIBER
PEMEERDAY AA 545/ PERMOHONAN IKAMN 10-
N PEREMPUAN BAHAM . = W y 4 = N = = 724 | -
4.7-24 - TU0T02P | - DATA UMEM
PERLINDUNGAN PA PEREMPUAN LAPORAM
ANAK DAN
| KELUARG®okumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi|Elektronik (BSrE) Badan Siber dan|Sandi Negara. Dgkumen |digital
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BERENCANA
PROVINS] JAWA
BARAT
2 DNAS T Eﬁfgﬂﬁw DIBER
PARIWISATA PAR.01.05/ oot UNTUK | | q . q n | ] -
7.8.24 | DAN - PEMAS - KELEMGKAPA
INFORMASI 824
KEBUDAYAAN R i N DATA
JAVVA BARAT
_ | 2024
E
210- | RALDIN ALIF AL e DATA UNTUK v N ; - N DIBER | - ; 8 |-
24 HAZMI - A - REREALAN SKRIPS] . . IKAN 10
DAN PENELITIAN i
= 083100154 | FEGA | pEeTRA 2018 TN DIBER ?;
21-10- | SAKINAH SALMA | a0 WAl DA A S PEMBELAJAR | |~ - ] - - ] e | - o |
24 ZAHIRAH swast | 2128 FRA2023. | an anaLiS
. A KEBIJAKAN
7 11 AHGIDIS 50
BUN/DED.T MEMINTA gl | s - < |s - DIBER | - v o1 |-
18-11- RINUSALIA INFORMASI KONTROL IKAN 24
2024 | ISMTRINUSA |~ BARDI202 | - KEGIATAN E- SOSIAL
4 KATALOG

Bandung, 23 Januan 2025

Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Chtandatangan| secars slokirork cieh
P KEFALA DINAS KDPERAS] DN LISAHA KECIL
> FROVING JAWA BARAT

YUKE MALILLANISEPTING ST, M SI
- Parmtsne Usema Muds
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LAMPIRAN V KEFALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR © 243 [ KOM.05.04.03/ SEKRE
TANGGAL  : 23 Januar 2025

TENTANG - REGISTER KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024
No | Tanggal | Nama | Alamat | Nomor Fekﬁaan Nomor Informasi Tujuan Alasan Pengajuan Keputusan Hari dan Nama Tanﬂ;gapan'
Kontak Pendaftaran yang Penggunaan Keberatan Atasan Tanggal dan Pemohon
permintaan diminta Informasi {Pasal 35 Ayat (1) PPID Pemberian Posisi Informasi
Informasi Ul Kip Tanggapan | Atasan
Alasan BRID
f ? E f E i *g Keberatan
1| nihil nihil | nihil nihil nihil nihil nihil nihil L1 1 L] ] nihi ' nihil nihil nihil

Bandung, 23 Januan 2025

Pit KEPALA DINAS KOFERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

D‘tirﬂiliﬂ:ﬂﬂl BECETE alokimnik oloh
P KEPALA DINAS KOPERAS] TN LISAHA KECEL
- PROVING] JAWA BARAT

-

YLME MALLIAM SEPTINA, ST M S|
™ P Litarra Muds
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LAMPIRAN VI KEFPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 243 | KOM.05.04.03/ SEKRE
TANGGAL - 23 Januan 2025
TENTANG  : LAPORAN SENGKETA INFORMASI

LAPORAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

No Tanggal No Register | Pemohon Termohon Keterangan
Mihil Mihil | Nihil Mihil Nihil

Bandung, 23 Januan 2025

Pit KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditpnciatangan| secam slskironik olah
P KERALA DIMNAS KDPERAS] QAN LSAHA KECIL

s PROVINS JAWA BARAT
L] Ll
L]
L J YLINE MALLIN SEFTRA ST, M5
. Parmiing Liama Muds

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ESCOD19AC6

B

E8COD19AC6



LAMPIRAN VI KEFALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 243 1 KOM.05.04.03/ SEKRE
TANGGAL  : 23 Januar 2025

TENTANG - AGENDA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2025

AGENDA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2025

| No | Nama Kegiatan Penanggung Jawab/ Target Jadwal Pelaksanaan Sumber dan Besar
. . Pelaksana Anggaran (Rp)
1| MUMTAZ 2025 | Bidang Usaha Kecil Pelaku UMKM Jawa Barat Juli 2025 1.185.069.000 (APBD)
2. Han Koperasi ke-78 Bidang Pemberdayaan | Gerakan koperasi Jawa Barat | 12 Juli 2025 676.000.000 (APBD)
Koperasi Koperasi Primer dan Sekunder
Tingkat Provinsi
| 3: Lauching Kredit Caang ' Bidang Usaha Kecil | Pelaku UMKM Jawa Barat Juli-Agustus 2025 25.000.000.000 (AFBD)
4 Inkubator Delta 2025 | Bidang Usaha Kecil | Pelaku UMKM Jawa Barat Oktober 2025 1.500.000.000 (APBD)
5. Gelar Produk Koperasi dan = Bidang Pemberdayaan | Gerakan koperasi Jawa Barat | Oktober 2025 1.000.000.000 (APBD)
Temu Kemitraan Koperasi Koperasi Pnmer dan Sekunder
Tingkat Provinsi

Bandung, 23 Januan 2025

Pit KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditpreiatnngani secam ahecirond ok
P KEFALA DIMAS KOPERASE DV LISAHE KECIL
> PROVINGI JANWA BARAT

YLIKE MALILWN SEFTINA, ST, M Si,
- Fll h’uullhhﬁ
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

JI. Soekamo Hatta No. 705 Telepon (022) 7320013, 7302775 Fax, (022) 7331978

Webslle ; www.diskuk.jabarprov.go. id — emall ; diskumkmigiabarprov.go.ld
BANDUNG - 40286

KEPUTUSAN GUEBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : KEP.192/KOM.0301.10/ SEKRE

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM
KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
067,/ Kep.341- Diskominfo/2024 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;

b. Bahwa berdasarkan petimbangan huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektonik. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59523);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomeor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 507 1});

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Caode,
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengzanti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149};

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayvanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provingi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Provingi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2011 Nomer 11 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi
dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi
dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
067 /Kep.341-Diskominfo /2024 tentang Pengelola
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Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

14. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat Nomor
KEP.01 /KOM.0301.10/SEKRE tahun 2014 Tentang
Pejabar Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL PROVINSI JAWA BEARAT

KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA :  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang
selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan
Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber
lain vang sah dan tidak mengikat.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Januar 2025

an pj Gubernur Jawsa Barat

Pit KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

PROVINSI JAWA BARAT,
: Daprdmangamn iecara alekironix olaeh
: PIL KEFALA DINAS KOPERAS] DN UISAHA KECIL
o PROVINST LA BARAT

4 YLUKE MALLIAMI SEPTINA, ST, M5
- Perritira Liama hMuda
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LAMPIRANI : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : KEP.192 /KOM.0301.10/ SEKRE
TANGGAL : 20 Januari 2025
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

NO. JABATAN PADA FPID PELAKSANA PADA FPFID URAIAN TUGAS
I. | PPID Utama : | Kepala Dinas Komunikasi dan a. Menyusun dan melaksanakan kebijaicaﬂ l'ayanaﬂ |
Informatika Provinsi Jawa Barat Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat;

b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layvanan
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat;

c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
penyimpanan, pendockumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;

d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID
Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di
Badan Publik;

e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses
publik dan layak untuk dipublikasikan;

g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14
(empat belas) Informasi Publik yang akan dikecualikan;
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II , PP‘lD Pelalzsana

| Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Provinsi Jawa Barat

Anggota

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2. Penyusun Laporan Keuangan/Nia
Kurniaty, S.E.

3. Arsiparis Terampil/Aneu Destiana

4. Tenaga Teknis / Ade Dian
Islamina, S.50s.,

5. Tenaga Teknis / Raka Rahadian,
S.Tkom, MM

I11. ' ﬁi&éﬂg_f_’engn_lahan_ﬁata :_ian _Idasfﬁl{am Infbnnas-i_ ]

Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

Menyediakan Informasi Publik secara efeltif dan efisien
agar mudah diakses oleh publik; dan

Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi.

Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, ,
dan kewenangannya;

Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik yang telah ditetapkan PPID;

Mengonsolidasikan  proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan  pelayanan
Informasi Publik;

Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi di Badan Publik;
Membantu PPID melakukan verifikasi
Informasi Publik;

Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan
menmtakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

dokumen

| Ketua

| : | Kepala Bidang Usaha Kecil

| Anggota

1. Jabatan Fungsional Perencana
Ahli Muda/ Ernawati Dalisaputra,
=S.E., M.M.

2. Jabatan Analis Kebijakan Ahli
Muda/ Winny Andriany, 5.E.,
M.Si.

Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di
lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Jawa Barat;

Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan,
serta inventarisasi data dan informasi;
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' 3. Analis Perencana, Evaluasi dan

Pelaporan/ Rizki Akbar Maulana,

=M.,

4. Tenaga Teknis Website/ Ghaida
Salsabila, SM

5. Tenaga Teknis/ Irvan Effendi
sutopo, S.Kom

6. Tenaga Teknis/ Fahmi Mubarck

7. Tenaga Teknig/ Iman Jatnika

Menyelenggarakan penyviapan bahan pembinaan
kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID
Pembantu;

Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
Menyelenggarakan penerimaan. pendistribusian, dan
pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;
Menyelenggarakan Pengembangan PPID Pelaksana
secara digital;

Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
Membuat draf Standar Layanan Operasicnal Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk
ditetapkan PPID Pelaksana;

Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;

Ketua

, Anggota

Kepala Bidang Pemberdayaan

Koperasi

| :11. Jabatan Fungsional Perencana

Ahli Madya/ Fenti Rachmawati,
S.E., M.Si.,

2. Penyusun Kebutuhan Barang
Inventaris/ Muhammad Tsabit
Arofat, 5.E.

3. Pengolah Data Aplikasi Dan
Pengelolaan Data Sistem
Keuangan/ Siti Rohmah, A.md

4. Pranata Humas Ahli Pertama/
Nurwanto Ambari, S.Ikom.,

Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanarn,
pendistribusian, inventarisasi informasi, dan
dokumentasi;

Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan
dokumentasi informasi dalam  penyelenggaraan
penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana;
Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan
dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
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' 5. Tenaga Kehumasan,/ Wirangsa e.  Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data,
Setya Maulana, S.P. dokumentasi, dan informasi;
6. Protokol/ Salman Haris Purnama f.  Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
FLtrg, 5.T. g, Membuat draf Standar Lavanan Operasional Bidang

7. Tenaga Teknis/ Dendry : :
Meitriyandika Kosasih, S.E. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk

8. Tenga Teknis/ Asep Saepul Hakim ditetapkan PPID Pelaksana;
h. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf

sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

j- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan

k. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

VIL. | Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi

' Ketua ' : Kepala Bidang Pengawasan dan a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang
Pemeriksaan Koperasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;
:_ﬂmggcta - |1. Jabatan Pubesional Peaga b. Menyelenggarakan fﬂ.S-llltaSl kegiatan pengaduan dan
Koperasi Ahli Muda,/ Yanto, penyelesaian sengketa;
S.Sos., M.AP c. Menyelenggarakan  koordinasi pengaduan dan
2. Pengawas Koperasi Ahli Muda / penyelesaian sengketa;
Saeful Gozali, SE., d. Menyelenggaran penyusunan pedoman  teknis

3. Pengawas Koperasi Ahli Muda /
Saeful Anwar, S.Ag., M.5i1.,

4. Jabatan Fungsional
Kewirausahaan Ahli/ Shinta Citra

pengaduan dan penyelesaian sengketa;
e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang
ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam

Lestari, S.8i., M.E., penyelesaian sengketa informasi public di Komisi
5. Jabatan Analis Hukum/ Tiara Informasi dan Pengadilan;
Rizkika Margana, S.H. f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan

Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;
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g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID,
PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam penyelesaian
senglketa informasi; dan

i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

an pj Gubernur Jawa Barat
Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,
Diurciatangan| Secaia elekironk chéh

PL KEFALA ODINAS KOPERAS] DAN USEAHA KECIL
¥ PROVING! Jawwa BARAT

[T L

A YUIKE MALLLAN SEPTING ST, M5
™ Plarnbira Uisma Muds
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUEERNUR JAWA BARAT

NOMOR : KEP.192 /KOM.0301.10/ SEKRE
TANGGAL : 20 Januari 2025
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

STUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

PPID UTAMA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

PPID Pelaksana:
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat

Bidang Pengolahan Data dan Bidang Pelayanan 4 Bidang Fasilitasi
Klasifikasi Informasi : Informasi dan Penyelesaian Sengketa
Dokumentasi : Informasi :
Fungsional Arsiparis
Fungsional Kehumasan Fungsional Tenaga Analis
Hukum
Ng B4

[ Tenaga Teknis J

an pj Gubernur Jawa Barat
Pit KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Diiandat argan secata skeklnoiik aleh
- PIL KEPALA DINAS KOPERAS| DAN UIBAHA KECHL
- PROVIRS] Lihh BARAT

Y YUMEMALLINESEPTINA ST, MS
- Pambtira Utarma Muds
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